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ABSTRAK

Penegakkan hukum di Indonesia dikejutkan dengan Keputusan Presiden yang
diberikan kepada terdakwa korupsi. Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun
2025 tentang Pemberian Abolisi menimbulkan preseden yang kurang bagus bagi
penegakkan hukum di Indonesia. Pengaturan mengenai abolisi belum dilengkapi
dengan ketentuan teknis yang memuat standar substantif, batasan, dan indikator
objektif pemberiannya.

Atas dasar itu, penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menarik untuk
diteliti dengan judul “Pemberian Abolisi Bagi Terdakwa Korupsi Terhadap Upaya
Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”, Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan sejarah
hukum. Atas dasar itu, penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menarik untuk
diteliti dengan judul “Pemberian Abolisi Bagi Terdakwa Korupsi Terhadap Upaya
Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan sejarah
hukum.

Adapun tujuan penelitian ini guna menunjukkan bahwa pemberian abolisi
dalam perkara korupsi menimbulkan persoalan serius terhadap prinsip kepastian
hukum, equality before the law, independensi peradilan, serta efektivitas
pemberantasan korupsi. Selain itu, kekosongan pengaturan teknis membuka ruang
kesewenang-wenangan dan politisasi kebijakan pengampunan. Oleh karena itu,
diperlukan pembentukan undang-undang yang secara komprehensif mengatur grasi,
amnesti, abolisi, dan rehabilitasi guna memastikan penggunaan hak prerogatif
Presiden tetap berada dalam koridor negara hukum dan tidak melemahkan komitmen
pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: Abolisi, Hak Prerogatif Presiden, Keputusan Presiden, Tindak Pidana
Korupsi
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ABSTRACT

Law enforcement in Indonesia was shocked by the Presidential Decree given
to corruption defendants. The issuance of Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun
2025 tentang Pemberian Abolisi has set a bad precedent for law enforcement in
Indonesia. The regulation on abolition has not been completed with technical
provisions that contain substantive standards, limitations, and objective indicators
Sor its grant.

On that basis, the research conducted in this study is interesting to be
researched with the title Abolition for Corruption Defendants Against Corruption
Eradication Efforts in Indonesia! The research method used is normative legal
research with a legislative and legal history approach. On that basis, the research
conducted in this study is interesting to be researched with the title Abolition for
Corruption Defendants Against Corruption Eradication Efforts in Indonesia!

The research method used is normative legal research with a legislative and
legal history approach. The purpose of this study is to show that the abolition of
abolition in corruption cases raises serious problems with the principles of legal
certainty, equality before the law, judicial independence, and the effectiveness of
eradicating corruption. In addition, the vacuum of technical regulation opens up
space for arbitrariness and politicization of pardon policies. Therefore, it is
necessary to establish a law that comprehensively regulates clemency, amnesty,
abolition, and rehabilitation to ensure that the use of the President's prerogative
remains within the corridor of the rule of law and does not weaken the commitment
to eradicate corruption.

Keywords: Abolition, Presidential Prerogative, Presidential Decree, Corruption
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